
ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti 

pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan 

dengan Data Elektronik. Karena mengingat bahwa sarana dan prasarana yang 

dimiki oleh lembaga hukum kita belum cukup memenuhi standar kelayakan di 

lembaga-lembaga hukum di Indonesia maupun mengatasi permasalahan yang ada 

yang berkaitan dengan Data Elektronik. Tujuan penulisan skripsi ini untuk dapat 

mengetahui bagaimana penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti 

elektronik dalam perkara pidana menurut undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana kekuatan alat bukti elektronik 

dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik data elektronik yang dimaksud dengan data elektronik menurut undang-

undang nomor 11 tahun 2008.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan 

jenis penelitian normatif. Dalam penulisan skripsi ini, penelitan normatif dilakukan 

dengan cara meneliti asas-asas hukum pidana dan asas-asas hukum acara pidana. 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti penerapan hukum terhadap perkara 

pidana yang berhubungan dengan Data elektronik dan kemudian metode  analisis 

penelitian menggunakan metode deskriptif, metode analisis yang digunakan untuk 

memaparkan suatu fenomena secara rinci dan jelas.  

Data elektronik yang dimaksud menurut undang-undang tentang Informasi 

Transaksi Elektronik adalah alat bukti yang memiliki Informasi Elektronik atau 

Dokumen Elektronik yang hasil dari cetak (hard copy) dari perkara pidana yang 

berhubungan dengan Data Elektronik. Penemuan hukum merupakan kegiatan 

utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa 

kongkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti 

atau alat bukti surat maupu petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum 

interpretasi Ekstensif. 

Pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara 

pidana menurut UU ITE tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP. 

Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan 

dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat 

dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan 

menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat 

bukti. 
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